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Menimbang : & babhwa unmk membentuk perilaku dan kemampuan
dasar analk usiz dini agar memiliki keslapan gntuk
memasuki | sekolabh  dasar, perlu suatu upava
pﬂm]:r'naun wang dnujulmn bagi anak sejuk labir
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu | pertumbubun dan perkembangan
jasmant dan rohani anak; '

b, bahwa untuk mewujudikan pembinean bagli anak
anak usin dini sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu disclenpparakan melalui satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD] pada jalur nonformal berupa
kelompok bermain (Kober);

c. bahwa berdasarkan hasil suvei dan verifikasi data
usulan penyr.mnggamun PAUD, makan kepada
lembaga FLII&’EIEDBE&I’EL yang memenuhi syarat dapat
diberilcan izin operasional; |

. N
babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

.
dirnaksud pada hurul a, b dan c, perlu mcm:lapk:m
Keputusan | Kepala Dinas Tentang Pemberian 1zin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini, .
Mengingal v 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistern  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,
Tambahan | Lembaran Negara Republik indeonesiag

|

Nomor 43011); 7.
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Menetaphkan
LWESATU

KEDUA

KETIGA

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun .PI:ILI‘.'_J
Tentang Penpelolaan dan Penyclengguraan
Pendidikan ' (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengun Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah’ Nomer 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5137): .

10,  Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
(Lemmbaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini; '

12, Peraluran Menteri Pencdidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum
Pendidikan Dasar;

13. Peraluran ii‘»’lcntr:ri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonlormal;

14, IPeraturan Bupatd Malske Nomor 03 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Dacrab Kabupaten Malaka [Berita
Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Memberikan  Izin @ Operasional  Penyelengguraan
Pendidikan Anals Usin Dini {(PAUD) sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ind

lzin Operasional Penyelenggaraan PAUD schagmimana
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini beplaku
sclama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 -
2019 dan dapat diperpanjang scsual ketentuan.

Penyelengeara PAUD berkewaliban sebagal bertkut

a. melaporkan perkembangan penyelenggarzun
pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudaywman, Pemuda dan Olabrags
Kabupaten Maluka melalui Kepala Bidang Bina
Pendidikan Dasar, }

b. menyelenggarakan  pendidikan  sesuai qu:g..u*:.r;
acuan/ pedoman yvang berluloa, : X



c. tidak melalukan hal-ha! yang bertentangan dengan
hukum dan norma/ nilad yang herlalow; ¢

d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan’ izin
selambat-lambatnyva 30 (tiga puluh) bari sebelum
masa berlaku izin berakhir; dan !

e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin
operasional dapeat dicabut.

i

KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tenggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetupannya.

Ditetapkan <i Betun _
Pada tanggal 11 Desember 2014
ﬁ!{r:pam Dinas Pendidikan
ol I{ﬂbuﬂq}a};n * dan
S iahrage Rabupalen Malaka,
-_.f&L.EI{E SERAN, 85H
Pembina TK, 1 .
NIP. 19631231 198403 1 328
Tembusan:
1. Direltur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal Kemdikbud di Jakarta;

2. Penjabat Bupati Malakn di Betun;

3. Kepala Dinas Fendidikan dan Kebudaynan Provinst NTT di
Kupany;

4. Ketua DPRD Kabuopaten Malaka di Betu;

5. Inspektur Inspekiorat Kabupaten Malaka di Betun;

6. Penpgawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka

Tenpgah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat. L

L4
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